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ABSTRAK 

Farhad Najib Izzuddin. Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik. Negara dan 

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan: Studi Pembangunan Jalan H.O.S 

Cokroaminoto di Kabupaten Ponorogo. Tesis. Program Magister Kajian Islam 

Interdisipliner Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  2024. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan studi pembangunan Face 

Off Jalan HOS Cokroaminoto di Kabupaten Ponorogo melalui ekonomi kerakyatan. 

Pembangunan ini diinisiasi sebagai bagian dari program 99 hari kerja Bupati dan 

Wakil Bupati Ponorogo yang baru dilantik, dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, 

dan perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori analisis kebijakan 

publik, ruang publik (Jurgen Habermas), dan ekonomi kerakyatan. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan studi pustaka 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto berhasil 

meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan membuka 

peluang usaha baru. Implementasi kebijakan dilakukan dengan melibatkan berbagai 

pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan, stakeholder, dan paguyuban pedagang kaki 

lima (PKL). Pembangunan ini juga berkontribusi pada penataan ruang kota yang lebih 

rapi dan indah, serta meningkatkan daya tarik pariwisata Ponorogo dan memberikan 

dampak positif terhadap ekonomi kerakyatan gotong-royong segala elemen dari 

pemerintahan dan swasta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Ponorogo, serta 

menunjukkan pentingnya partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam proses 

pembangunan Implementasi kebijakan dengan menggandeng pihak-pihak terkait 

seperti organisasi kemasyarakatan, para stakeholder hingga paguyuban pedagang 

kaki lima (PKL) Mekar Sore untuk ikut mendukung dan berpartisipasi dalam 

program Face Off Jalan H.O.S Cokroaminoto. 

 

Pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto juga berkontribusi pada penataan ruang kota 

yang lebih rapi dan indah. Dengan mengadopsi konsep ruang publik yang inklusif, 

pembangunan ini berhasil menciptakan kawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai 

pusat perdagangan tetapi juga sebagai destinasi wisata kota. Hal ini meningkatkan daya 

tarik pariwisata Ponorogo dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan 

masyarakat setempat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa 

pembangunan infrastruktur yang direncanakan dengan baik dan melibatkan partisipasi 

aktif masyarakat dapat memberikan dampak positif yang luas. Pembangunan Jalan HOS 

Cokroaminoto menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan publik yang tepat dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah 

dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Hal ini menjadi target penyelesaian secara holistik agar hasil yang dicapai bisa 

dirasakan secara menyeluruh di setiap lapisan elemen masyarakat daerah 

Kabupaten Ponorogo. 

 

Kata Kunci:  Face Off, Kebijakan Publik, Ruang Publik dan Ekonomi Kerakyatan.
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ABSTRACT 

 

Farhad Najib Izzuddin. Islam, Development and Public Policy. State and People's 

Economic Development: Study of the Construction of the H.O.S Cokroaminoto Road 

in Ponorogo Regency. Thesis. Master's Program in Interdisciplinary Islamic Studies, 

Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta.  2024. 

 

This research aims to analyze the policy design for the Face Off development study 

on Jalan HOS Cokroaminoto in Ponorogo Regency through people's economics. This 

development was initiated as part of the 99 working day program for the newly 

appointed Regent and Deputy Regent of Ponorogo, with the aim of improving 

community welfare through economic growth, improving the quality of life and social 

change. This research uses a theoretical approach to analyzing public policy, public 

space (Jurgen Habermas), and people's economics. The research method used is 

descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and 

literature study. 

 

The research results show that the construction of Jalan HOS Cokroaminoto has 

succeeded in increasing people's income, creating new jobs and opening up new 

business opportunities. Policy implementation is carried out by involving various 

parties, including community organizations, stakeholders, and street vendor 

associations (PKL). This development also contributes to a neater and more 

beautiful urban spatial planning, as well as increasing the tourist attraction of 

Ponorogo and providing a positive impact on the people's economy, working 

together with all elements of government and the private sector to achieve the welfare 

of the people of Ponorogo, as well as showing the importance of participation of 

various elements of society in development process Implementation of policies by 

collaborating with related parties such as community organizations, stakeholders 

and the Mekar Sore street vendors (PKL) association to support and participate in 

the Jalan H.O.S Cokroaminoto Face Off program. 

 

The construction of Jalan HOS Cokroaminoto also contributes to a tidier and more 

beautiful urban spatial planning. By adopting an inclusive public space concept, this 

development has succeeded in creating an area that not only functions as a trade 

center but also as a city tourist destination. This increases Ponorogo's tourism 

attractiveness and provides long-term benefits for the welfare of the local 

community. Overall, this research confirms that infrastructure development that is 

well planned and involves active community participation can have a broad positive 

impact. The construction of Jalan HOS Cokroaminoto is a concrete example of how 

appropriate public policy can improve people's quality of life and encourage 

sustainable economic growth. This success shows the importance of collaboration 

between government and society in achieving inclusive and sustainable development 

goals. This is a holistic resolution target so that the results achieved can be felt as a 

whole at every level of society in the Ponorogo Regency area. 

 

Keywords: Face Off, Public Policy, Public Space and Community Economy
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

  Pembangunan pada awalnya dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan 

perubahan sosial. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kemakmuran ekonomi.  

  Pembangunan juga sering dikaitkan dengan kemajuan sosial dan 

modernisasi. Ini mencakup perubahan sosial yang membawa masyarakat menuju 

kondisi yang lebih maju dan sejahtera. Istilah pembangunan sering digunakan 

dalam berbagai konteks politik dan ideologi, menunjukkan pentingnya perubahan 

struktural dan institusional dalam mencapai tujuan pembangunan. Secara 

keseluruhan, pembangunan adalah konsep multidimensi yang melibatkan berbagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam 

jangka panjang.1  

  Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami 

berbagai tahapan dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan Ekonomi 

Kerakyatan. Pada awal kemerdekaannya, Indonesia menghadapi tantangan besar 

dalam membangun negara yang baru merdeka, termasuk mengatasi bekas 

penjajahan, konflik internal, dan perekonomian yang lemah. Namun, melalui 

berbagai kebijakan pembangunan dan reformasi, Indonesia berhasil mencapai 

kemajuan yang signifikan. Antara tahun 1960-an hingga 1990-an, pemerintah 

menerapkan berbagai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk 

 
1 Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, (Yogyakarta: Insit Press, 

2006), hlm 13 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti program pertanian, industri, dan 

infrastruktur. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, termasuk krisis ekonomi 

dan konflik politik, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil 

dan mengalami kemajuan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.  

  Sejak tahun 2000-an, Indonesia telah melanjutkan upaya pembangunan 

melalui berbagai program reformasi struktural, peningkatan investasi dalam 

pendidikan dan kesehatan, serta promosi pembangunan infrastruktur. Meskipun 

masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kesenjangan ekonomi yang 

besar, isu lingkungan, dan ketimpangan sosial, Indonesia terus berupaya untuk 

mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, menuju visi sebagai 

negara maju dan sejahtera.2 

  Selama masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998), pemerintahan Suharto 

menerapkan berbagai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dengan program Pembangunan nasional 

dilakukan secara bertahap yaitu periode jangka panjang 25 tahun dan periode 

jangka pendek 5 tahun yang dikenal dengan REPELITA, stabilitas politik, dan 

modernisasi sosial. Program-program tersebut meliputi pembangunan 

infrastruktur, pengembangan sektor industri, peningkatan pertanian, peningkatan 

akses pendidikan dan kesehatan, serta program transmigrasi. Meskipun berhasil 

dalam beberapa aspek, masa Orde Baru juga diwarnai oleh otoritarianisme politik, 

pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi. 

  Bahwa nilai dasar yang melandasi strategi pembangunan adalah mencakup 

prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, partisipasi, dan keseimbangan 

 
2 Indra Muchlis Adnan dan Sufian Hamim, Administrasi dan Manajemen Pembangunan, 

(Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2012), hlm 47-48 
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antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. 

Ini berarti pembangunan harus memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan 

masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, dan tidak hanya fokus pada pertumbuhan 

ekonomi semata. Pembangunan yang berkelanjutan juga harus memperhitungkan 

dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang, serta memastikan bahwa 

sumber daya alam dikelola secara bijaksana. Selain itu, partisipasi masyarakat 

dalam proses pembangunan sangat penting, karena melibatkan mereka dalam 

pengambilan keputusan akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.3  

  Pada era selanjutnya Pasca reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 telah 

ditandai oleh perubahan besar dalam berbagai bidang pembangunan. Demokratisasi 

mengalami kemajuan signifikan, dengan pemilihan umum yang lebih bebas dan 

adil serta peningkatan kebebasan berpendapat. Di sisi ekonomi, reformasi 

dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan 

peningkatan layanan publik. Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan 

perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun terdapat 

kemajuan, tantangan seperti kesenjangan ekonomi dan tantangan lingkungan masih 

menjadi fokus bagi pembangunan masa depan Indonesia.4  

  Diberi kewenangan dalam mengatur suatu wilayah, pemerintahan dan 

delegasi kekuasaan. Melalui Asas desentralisasi, prinsip yang menekankan 

pentingnya delegasi kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah atau lokal. Dengan menerapkan asas ini, keputusan yang 

berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan dapat diambil lebih dekat 

 
3 Tjokroamidjojo, Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan : Perkembangan Teori dan 

Penerapan, (Jakarta: LP3ES,1993), hlm 68  
4 Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, (Jakarta: CIDES,1996), hlm 133 
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dengan masyarakat yang terkena dampaknya. Hal ini memungkinkan adanya 

respons yang lebih cepat dan lebih tepat terhadap kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat setempat. Prinsip desentralisasi juga dapat memperkuat partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan dan mempromosikan keterlibatan aktif 

mereka dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.5  

  Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang mengatur mengenai 

otonomi daerah di Indonesia. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah proses 

pemilihan kepala daerah (pilkada). Undang-undang ini mendasarkan pelaksanaan 

pilkada pada prinsip demokrasi, partisipatif, dan transparan. Beberapa hal yang 

diatur dalam UU ini termasuk mekanisme pencalonan, tahapan pilkada, syarat 

calon, penentuan pemenang, dan sanksi bagi pelanggaran. UU ini memberikan 

wewenang kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pilkada. Selain itu, UU ini juga 

memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi dan mengawal proses 

pemilihan kepala daerah secara langsung, sesuai dengan prinsip desentralisasi dan 

demokrasi yang dipegang teguh oleh negara.6 Peran pemerintah daerah dalam 

mewujudkan sebuah agenda pembangunan bisa berfokus pada pelaksanaan visi 

tentang masa depan daerah dalam proses kebijakan lokal.7 

  Regulasi dan kebijakan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) di 

Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, peraturan KPU, peraturan Kemendagri, peraturan daerah, serta kebijakan 

 
5 Armand dan Sandi Prahara, Analisis Pemerintah Daerah, (Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 

2021), hlm 56 
6 Azis Setyagama, Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di 

Indonesia, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm 85 
7 Mahadiansar dkk, Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia, 

Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 17 No. 1, 2020  
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pengawasan dan penegakan hukum dari lembaga seperti Bawaslu. Tujuannya 

adalah untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai prinsip demokrasi, 

transparansi, dan partisipasi masyarakat, serta menjamin hak politik masyarakat 

untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Regulasi dan kebijakan 

yang ditetapkan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. 

Oleh karena itu, kontrak politik menjadi bagian penting dalam proses menentukan 

pemimpin politik.8  

  Kontrak politik antara rakyat sebagai pemilih dan calon kepala daerah 

merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan demokrasi lokal sebagai 

upaya dalam memecahkan permasalahan yang ada. Kontrak politik merujuk pada 

kesepakatan informal atau formal antara pemerintah dan rakyat, yang mencakup 

kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam menjalankan 

tugas-tugas politik dan sosial. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) di 

Indonesia, kontrak politik dapat mencakup janji-janji kampanye yang diberikan 

oleh calon kepala daerah kepada pemilih, serta harapan-harapan masyarakat 

terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah daerah yang terpilih. Kontrak politik ini 

memainkan peran penting dalam menentukan dukungan masyarakat terhadap 

calon, serta dalam memantau kinerja pemerintah daerah setelah terpilih. 

Keberhasilan dalam memenuhi janji-janji kampanye dan kinerja yang baik dapat 

menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sementara 

kegagalan dapat menyebabkan kekecewaan dan penurunan dukungan.9 Pasca 

kepala daerah terpilih segera menerapkan program dan agenda kebijakan birokrasi 

di tingkat pemerintahan daerahnya untuk terus berinovasi, mampu memberikan 

 
8 Siti Aminah, Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal, (Jakarta: Kencana 2016), hlm 239 
9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia, Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi 

Pemerintahan, hlm 1 
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pelayanan yang baik serta diproyeksikan dapat meningkatkan percepatan 

pembangunan daerah.10  

  Salah satu visi-misi dari salahsatu paslon menawarkan program dengan 

skema ekonomi kerakyatan implemenntasi dari kontrak politik dalam program dan 

agenda inovasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Ponorogo setelah terpilihnya 

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak pada tahun 2020 lalu. Kebijakan 

pembangunan muncul setelah Bupati dan Wakil Bupati baru saja di lantik pada 

Februari 2021. Kebijakan pembangunan sebagai tonggak dasar pelaksanaan 

Progam 99 (sembilan puluh sembilan) hari,  Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo  

menciptakan pembangunan face off pedestarian jalan H.O.S Cokroaminoto sebagai 

wisata kota sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Jalan H.O.S 

Cokroaminoto merupakan jalur utama dengan panjang sekitar 700 meter yang 

terletak di tengah kota.11 

  Salah satu upaya dari salah satu Calon Bupati dan Calon wakil Bupati 

untuk meningkatkan daya saing di masa pemilihan menawarkan sebuah program 

City branding Kota Ponorogo Sebagai salah satu strategi untuk daerah, kota 

ataupun kabupaten supaya dapat dikenal secara luas diseluruh dunia, untuk 

mewujudkan hal tersebut suatu wilayah akan menonjolkan identitas dan karakter 

yang dimilikinya sehingga akan menciptakan keunggulan komparatif. Selain itu, 

city branding juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan merk kepada 

kota agar mudah dikenali dan dapat membentuk city image untuk memasarkan 

daerah baik secara lokal maupun internasional.  

  Kemudian Bupati terpilih menawarkan sebuah program City branding 

 
10 Fathur Rahman dan Janwan S.R Tarigan, Inovasi Pemerintahan : Menuju Tata Kelola 

Pemerintahan Daerah Ideal, (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm 3   
11https://ponorogo.go.id/2021/03/05/bupati-sugiri-sosialisasikan-face-off-jalan-hos-

cokroaminoto/  diakses pada Februari 2023 

https://ponorogo.go.id/2021/03/05/bupati-sugiri-sosialisasikan-face-off-jalan-hos-cokroaminoto/
https://ponorogo.go.id/2021/03/05/bupati-sugiri-sosialisasikan-face-off-jalan-hos-cokroaminoto/
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dengan membangun Face Off di Jalan H.O.S Cokroaminoto menjadi suatu 

perangkat pembangunan ekonomi perkotaan yang digunakan untuk 

memperebutkan sumber daya ekonomi di tingkat lokal, regional, nasional dan 

global. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa city branding 

merupakan strategi yang dipakai untuk menjadikan sebuah wilayah agar memiliki 

suatu identitas tersendiri yang mudah dikenali, yang mana adanya identitas tersebut 

digunakan untuk memasarkan kota pada konsumen ataupun memasarkan kota pada 

tingkat lokal ataupun internasional sehingga dengan adanya kota yang dikenal oleh 

khalayak umum bisa berdampak pada kegiatan ekonomi suatu kota. 

  Upaya city branding Ponorogo ini melalui proses perencanaan diantaranya 

penetapan tujuan, kajian terkait potensi Ponorogo yang kemudian menghasilkan 

logo dan tagline “Ethnic Art of Java”, mempersiapkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan destinasi wisata. City Branding Ponorogo berdampak terhadap kualitas 

pariwisata dan kuantitas kunjungan wisatawan namun dalam pelaksanaannya 

masih menemui beberapa kendala dari dalam dan luar organisasi. City branding 

Ponorogo telah menghasilkan trend peningkatanbaik dari segi kualitas pariwisata 

(kualitas dan mutu seni budaya yang ditampilkan) maupun kuantitas pengunjung.  

  Hal ini disebabkan karena geliat kegiatan-kegiatan yang dirangkum dan 

dilaksanakan dalam rangka branding Kabupaten Ponorogo. Jumlah kunjungan 

wisatawan di Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 

2015 kunjungan wisatawan ke Ponorogo mencapai 249.294 pengunjung. Pada 

tahun 2016 kunjungan wisatawan di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan 

mencapai angka 345.818 pengunjung. 

  Sengaja dipilih jalan HOS Cokroaminoto untuk lokasi face off, sebab 

pahlawan nasional ini lahir di Ponorogo. Dari didikan HOS Cokroaminoto itulah 
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lahir tokoh-tokoh nasional. Dengan face off-nya jalan HOS Cokroaminoto ini, 

sumbu ekonomi di Ponorogo ini akan hidup. Sebab, di masa pandemi Covid-19 ini, 

harus ada inisiatif. Tidak hanya untuk bertahan tetapi juga bangkit, sehingga 

ekonomi bisa bangkit. Selain itu, tata kota ini harus bagus. Jika kota tertata rapi, 

maka masyarakat akan percaya. “Jadi di masa pandemi ini, selain harus bertahan, 

ekonomi juga harus bangkit. Face off jalan HOS Cokroaminoto mengawali sumbu 

ekonomi akan hidup,” face off jalan HOS Cokroaminoto. Dalam pembangunan face 

off, pihaknya menggelontorkan tak kurang dari Rp 270 juta. Dana tersebut untuk 

dari beberapa organisasi masyrakat seperti Muhammadiyah dan Nu untuk 

pelebaran trotoar, penyediaan kursi taman dan pemasangan lampu hias. “Sejak awal 

kami dukung face off ini, untuk membuat wajah Ponorogo lebih cantik. 

  Langkah pertama dalam mengimplementasikan kebijakan dilakukan 

melalui proses sosialisasi kepada para pemilik toko, kepala instansi terkait, tokoh 

organisasi masyarakat, serta pedagang kaki lima. Program inovasi yang  didifusikan 

dalam sosialisasi kepada masyarakat mengalami kemungkinan untuk diterima atau 

ditolak karena pembangunan dilakukan dalam bentuk partisipatoris. Diterimanya 

suatu inovasi apabila masyarakat memperoleh nilai kemanfaatan, kelayakan, dan 

konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan. Dalam kondisi yang lain, masyarakat 

menolak suatu kebijakan tanpa adanya alasan yang nyata. Namun  bupati dan wakil 

bupati Kabupaten Ponorogo berupaya untuk memberikan penjelasan dengan 

mengajak masyarakat bergotong royong mengubah wajah baru kabupaten 

Ponorogo menjadi pusat kegiatan ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan.  

  Proses (dialectic of control) sebuah konsep yang berkaitan dengan 

hubungan antara pemerintah (atau pejabat yang berwenang) dan masyarakat dalam 

sebuah sistem politik. Konsep ini berasal dari teori politik dan ilmu administrasi 
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publik. Interaksi dinamis antara pemerintah yang berusaha untuk mengontrol 

masyarakat dan sebaliknya, di mana masyarakat juga berusaha untuk mengontrol 

atau mempengaruhi pemerintah. Ini mencerminkan adanya hubungan saling 

ketergantungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan kebijakan. 

  Penerimaan suatu inovasi kebijakan pembangunan jalan H.O.S 

Cokroaminoto di kabupaten Ponorogo tentunya memerlukan penjelasan dan 

perubahan persepsi publik. Pemerintah daerah sebagai komunikator kebijakan 

harus memahami faktor-faktor diterima dan ditolaknya suatu kebijakan oleh 

masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah merupakan hasil 

komunikasi dari seluruh elemen masyarakat Ponorogo. Hadirnya inovasi kebijakan 

pembangunan jalan ini tidak hanya sebagai solusi melainkan sebuah kekuatan yang 

mampu mentransformasi pelayanan publik menjadi efektif dan efisien. Kenyataan 

yang ada menunjukkan bahwa potensi terbaik di daerah Ponorogo mulai 

diupayakan untuk dapat dikelola secara optimal, baik potensi wisata, Ekonomi 

Kerakyatan maupun sumber daya manusia demi memperjuangkan kesejahteraan 

daerah. 

  Dalam konteks demokrasi, mencerminkan pentingnya akuntabilitas dan 

transparansi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus 

bertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusan dan tindakan mereka, 

sementara masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memantau, 

mengevaluasi, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui partisipasi politik 

dan mekanisme demokratis lainnya.12 Praktek implementasi pada proses 

 
12 Adi Himawan dkk, “Keterlibatan Warga dalam Pembentukan Ruang Publik (Analisa 

Pembentukan Ruang Publik dalam Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta)”, Jurnal Analisa 

Sosiologi Vol 2, No.1, 2013. https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17380    

https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17380
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menerapkan kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga 

terkait. Ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari penetapan regulasi hingga 

pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan. Implementasi kebijakan 

politik modern sering melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, 

pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil untuk memastikan efektivitasnya. Ini 

juga mencakup pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan 

kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan politik yang diinginkan tercapai dengan 

baik. 

  Berdasarkan uraian di atas, fokus kajian ini menarik untuk dicermati pada 

proses kontrak politik dan implementasinya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ponorogo dalam proses pembangunan face off Jalan H.O.S Cokroaminoto serta 

dampak yang ditimbulkan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

pembangunan face off Jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana dampak ekonomi kerakyatan yang ditimbulkan setelah 

pembangunan Face Off jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan dan Signifikasi 

 

Sebuah penelitian tidak akan berarti jika tidak tahu apa yang menjadi tujuan 

dan manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui desain kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah 

dalam pembangunan Jalan Hos Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo berdasar 

kebijakan bupati yang baru saja dilantik sehingga dalam progam ini belum bisa 

menggunakan APBD (Anggaran Pembangunan Belanja Daerah) tahun anggaran 
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2021. Dalam penelitian ini juga diharapkan mampu untuk mengetahui dan 

mendekripsikan dampak ekonomi kerakyatan yang ditimbulkan setelah 

pembangunan Jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo. 

Signifikasi Penelitian ini sebagai respon melihat fenomena atas perubahan 

karakter sebuah kota dengan pembangunan jalan Face Off yang secara teoritis 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pembangunan ekonomi 

kerakyatan bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan secara praksis sosial dapat 

memberikan kontribusi bagi masayarakat dan pemerintah, khususunya dalam 

implementasi kebijakan pembangunan Jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten 

Ponorogo, agar sampai tepat pada sasaran dalam meningkatkan kemandirian 

ekonomi masyarakat lokal dan daerah.   

D. Kajian Pustaka 

 

Sebagai upaya dalam mendapatkan hasil penelitian yang komperhensif, 

Melakukan pendalaman pada kajian Pustaka (kuhaty)dari penelitian-penelitian 

terdahulu sebagai perbandingan dan referensi kajian. Meskipun telah banyak 

penelitian baik berupa jurnal, tesis, bahkan buku yang membahas tentang tema 

pembangunan ini, namun sifatnya saling bersinggungan satu dengan yang lainnya.  

Pertama, Disertasi yang disusun oleh Nicolaas Evert Kuahaty (2019) judul 

“Dampak Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Jalan terhadap Perubahan 

Sosial Ekonomi Penduduk Kawasan Perdesaan (Studi Kasus di Kawasan 

Perdesaan Mairasi, Kabupaten Kaiman, Papua Barat)”.  Menganalisis kondisi 

output dan outcome sebagai bentuk perubahan sosial ekonomi penduduk sebelum 

dan sesudah pembangunan infrastruktur jalan. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya sebagai output 

kinerja tetapi juga perubahan sosial ekonomi penduduk sebagai outcome kebijakan. 



12    

Pengembangan infrastruktur jalan juga berimplikasi pada persoalan aksebilitas 

penduduk di kawasan Perdesaan Mairasi, Kabupaten Kaiman, Papua Barat.13  

Kedua, Tesis Rudiansyah (2021) dengan judul “Konsep Ekonomi 

Kerakyatan Mubyarto Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Memberi penjelasan 

menguraikan konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto yang selanjutnya 

diperspektifkan berdasarkan konsep ekonomi syariah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, pertama latar belakang genealogis konsep ekonomi 

kerakyatan dari gagasan Bung Hatta, pemikiran Emil Salim, hingga dikembangkan. 

Kedua Eksistensi pemikiran Mubyarto dalam konsep ekonomi kerakyatan di 

Indonesia dalam meletakkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi basis moral 

ekonomi sekaligus sebagai orientasi politik ekonomi Indonesia. Ketiga Perspektif 

ekonomi syariah terhadap konsep kepemilikan dan keadilan dalam pemikiran 

ekonomi kerakyatan Mubyarto, memiliki benang merah sebagai kekhasan konsep 

ekonomi masing-masing.14 

Ketiga, Tesis Jhonson Lagan (2022) dengan judul “Kebijakan Hukum 

Pembangunan Infrastruktur Jalan Berkelanjutan Di Kawasan Perbatasan 

Kalimantan Utara”. Bagaimana dinamika menyoroti tentang kebijakan hukum 

pembangunan infrastruktur jalan serta implementasinya dalam prinsip 

pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara) Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pembangunan infrastruktur jalan 

berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara telah melewati berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan perbatasan yang 

berlaku hingga saat ini. Selain itu, implementasi prinsip pembangunan di kawasan 

 
13 Nicolas Evert Kuhaty, Disertasi Pascasarjana Progam Studi Kebijakan Universitas Gadjah 

Mada, 2019. 

 14 Rudiansyah, Tesis: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021. 
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tersebut sudah sesuai dengan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

Pembangunan hukum yang dilakukan bersifat menyeluruh dan diartikan secara 

luas, sehingga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi 

dengan baik.15 

Keempat, Tesis Zaenuddin (2021) judul “Konflik dan Pluralitas Aktor 

Dalam Desain Kebijakan Pembangunan Waduk Lambo Di Kabupaten Nageko, 

Nusa Tenggara Timur”. Bagaimana menguraikan tentang rencana pembangunan 

Waduk Lambo di Kabupaten Nageko yang mengalami penolakan, perlawanan 

masyarakat adat dan berujung pada terjadinya konflik sosial. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan model desain kebijakan yang diadopsi oleh Pemerintah 

Kabupaten Nageko adalah rasional-komprehensif yang cenderung kaku dan tidak 

fleksibel dalam merespon penolakan dan perlawanan masyarakat setempat.16 

Kelima, artikel Siti Witianti (2016) judul “Demokrasi dan Pembangunan”. 

Peneliti berangapan apakah demokrasi dapat mendukung proses pembangunan atau 

sebaliknya apakah pembangunan dapat menunjang proses demokratisasi baik di 

tingkat pusat maupun lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa catatan pembangunan di Indonesia 

menunjukkan adanya pembangunan di masa sentralistis secara besar-besaran, akan 

tetapi efeknya tidak dapat dirasakan masyarakat secara merata. Sehingga sistem 

desentralisasi menjadi pilihan, meningkatkan partisipasi rakyat, lebih memahami 

kebutuhan, serta mendorong demokratisasi di tingkat lokal.17     

Keenam, artikel Ahmad Sururi (2016) judul “Inovasi Kebijakan Publik 

(Tinjauan Konseptual dan Empiris)”. Dalam jurnal tersebut, fokus penelitian 

 
15 Jhonson Lagan,  Tesis: Universitas Borneo Tarakan, 2022. 
16  Zaenuddin, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 
17  Siti Witianti, “Demokrasi dan Pembangunan”, Jurnal Wacana Politik – Jurnal Ilmiah 

Departemen Ilmu Politik, Vol 1, No.1, Maret 2016:71-76. https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10547    

https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10547
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menganalisis tentang berbagai penerapan kebijakan publik dari berbagai daerah 

yang berbasis inovatif dalam perspekstif konseptual dan empiris. Secara konseptual 

penulis menjelaskan bahwa inovasi kebijkan merupakan perubahan paradigma atau 

cara pandang suatu masalah yang ada, sehingga memunculkan solusi ide, gagasan 

dan terobosan yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan yang baru. secara 

empiris, penulis menekankan inovasi kebijakan pada strategi, metode, dan teknik 

menjadi suatu proses kerja untuk mencapai hasil perubahan kebijakan yang lebih 

baik, sederhana dan efisien18 

Ketujuh, jurnal Rizky Wibowo dan Dewi Rostyaningsih dengan judul 

“Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati)”. Penulis memaparkan 

tentang permasalahan lahan, berkembangnya pembangunan perumahan dan 

kaitanya dengan pelaksanaan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya 

di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini, penulis 

mengelompokkan menjadi 4 kategori aktor yang berperan dan memiliki pengaruh 

dalam implementasi kebijakan tata ruang, yaitu: Key players terdiri dari Bappeda 

dan Dinas Tata Kelola Perumahan, Contest Setter, Konsultan Jasa, Subjects, aktivis 

lingkungan dan Satpol PP, Kategori pengikut lain, terdiri dari masyarakat, 

Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga dari analisis aktor tersebut perlu adanya 

kesinambungan koordinasi dan partisipasi dalam keberhasilan implementasi 

kebijakan.19 

 
18 Ahmad Sururi, Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). Jurnal Sawala, 

2016. https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241 
19  Rizky Fajar dan Dewi R, “Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati)”, Jurnal Of Public Policy And 

Management. Review Vol.5 No.4, 2016. Retrieved from 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12783  

https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12783
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Kedelapan, Arif Hartono dengan jurnal berjudul “Menelusuri Wacana 

Pembangunan: Mencari Format Pembangunan Khas Negara Berkembang”. 

Mendeskripsikan tentang bagaimana pergeseran makna pembangunan, kerangka 

konseptual pembangunan dunia ketiga, beberapa implementasi model 

pembangunan serta krisis pembangunan yang terjadi di berbagai negara. Fokus 

artikel yaitu menyoroti tentang proses pembangunan di negara berkembang. 

Banyak negara berkembang telah mengadopsi konsep pembangunan dari barat, 

padahal negara berkembang memiliki kondisi sejarah, Ekonomi Kerakyatan, sosial, 

poltik serta latar belakang yang berbeda.  Pada bagian penutup penulis memaparkan 

perspektif alternatif dengan langkah dekonstruksi praksis pembangunan, 

pendekatan elektik yaitu tidak mau konsisten mengikuti satu paradigma sajasangat 

memungkinkan kemunculan konsepsi-konsepsi baru pembanguanan yang autentik 

khas negara berkembang.20 

Hasil kajian Pustaka dari penelitian terdahulu yang dinilai relevan, sebahai 

pijakan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan dan memberikan 

referensi dari beberapa hasil implementasi kebijakan pembangunan sebagai 

rangkaian strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong 

pertumbuhan daerah. Para peneliti mengkaji kebijakan dari berbagai perspektif 

berdasarkan permasalahan yang berbeda-beda. Seperti pembahasan dalam 

perspektif ekonomi syariah, inovasi kebijakan publik, wacana pembangunan, serta 

kategori aktor dalam perencanaan kebijakan rencana tata ruang daerah. Peneliti 

yang lainnya juga menganalisis tentang konflik dan pluralitas kebijakan 

pembangunan infrastruktur daerah sebagai studi kasus dengan pendekatan 

 
20 Arif Hartono, “Menelusuri wacana pembangunan: Mencari format pembangunan khas negara 

berkembang”, Economic Journal of Emerging Markets, 4(1), 70–83, 2016. Retrieved from 

https://journal.uii.ac.id/JEP/article/view/6865  

https://journal.uii.ac.id/JEP/article/view/6865
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kualitatif. 

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di 

atas, maka fokus penelitian ini juga mengkaji tentang desain kebijakan yang 

dirancang oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah pokok kajian yang dibahas tidak hanya dalam 

satu lingkup implementasi kebijakan pembangunan tetapi juga menganalisis 

dampak yang ditimbulkan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. 

Selain itu perbedaan subjek dan objek dengan penelitian terdahulu diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pemikiran yang baru dan berbeda baik dalam lingkup 

desain kebijakan pemerintah maupun upaya dalam meningkatkan kemandirian 

ekonomi masyarakat di tingkat daerah.   

E. Kerangka Teoritis 

 

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep sebagai cara menganalisis 

melihat fenomena dan akar masalah untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang 

muncul, melalui pendekatan sebagai berikut: 

1. Analisis Kebijakan Publik 

Analisis Kebijakan publik bukanlah suatu hal yang terdengar asing lagi 

dalam hidup bernegara. Kebijakan publik dapat disebut dengan keputusan dari 

pemangku kebijakan yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai 

permasalahan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, berbagai kebijakan dapat 

ditemukan dalam dalam kehidupan masyarakat seperti dalam bidang kesejahteraan 

sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pembangunan ekonomi, kesehatan 

dan lainnya.21  

 
21 Harold D. Lasswell, A Preview of Policy Sciences, (New York: American Elsevier Publishing, 

1971), hlm 1 
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Proses membuat suatu kebijakan dan implementasinya, kebijakan tersebut 

ada yang mencapai goal dan sesuai dengan apa yang diharapkan, namun terdapat 

pula kebijakan yang memang tidak seperti yang diinginkan. Jika mengkaji tentang 

kebijakan publik, tentunya terdapat berbagai aspek yang dipengaruhi oleh 

kebijakan publik dikarenakan kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam 

menjalankan kehidupan bernegara. Oleh karenanya, akan timbul berbagai 

pertanyaan tentang apa sebenarnya kebijakan publik tersebut terkhusus dalam 

pembahasan tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang 

penulis uraikan.22 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mendeskripsikan tentang 

bagaimana desain kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan face off  Jalan H.O.S. Cokroaminoto. 

Kebijakan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini berdasar pada kebijakan 

bupati yang baru saja dilantik sehingga dalam progam ini belum bisa menggunakan 

APBD (Anggaran Pembangunan Belanja Daerah) tahun anggaran 2021.  Proses 

analisis kebijakan terdiri dari tiga langkah utama yaitu perumusan masalah 

kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, dan pemilihan alternatif kebijakan. 

Dalam hal ini, kebijakan publik menjadi serangkaian tindakan yang dipilih oleh 

pemerintah dalam rangka merespon realitas sosial masyarakat demi tercapainya 

kemaslahatan dalam arti luas.23  

Kebijakan perspektif Anderson yang dikutip oleh Winarno menyebutkan 

jika kebijakan sebenarnya dapat digunakan untuk menunjuk perilaku pemangku 

kebijakan. Kebijakan juga dapat mengidentifikasi siapa saja individu atau 

 
22 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1999), hlm 78 
23 La Mani dan Budi Guntoro, Ekonomi Kerakyatan dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik, 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020),  hlm 61-62 
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kelompok dalam suatu agenda tertentu. Kebijakan dalam kacamata ini relatif 

memadai dan bisa juga dipergunakan dalam keperluan yang tidak bersifat penting. 

Namun jika menyangkut dalam pembicaraan yang ilmiah dan sistematis terkait 

dengan kebijakan publik itu sendiri, maka sangat tidak memadai jika menggunakan 

kacamata ini. 

Dalam literatur lainnya, disebutkan juga bahwa kebijakan publik 

merupakan tindakan yang dilakukan ataupun juga tidak dilakukan oleh pemerintah. 

Dalam perspektif ini, pemerintah yang dimaksud yaitu negara.57 Sebagian ahli juga 

mengartikan jika kebijakan publik ini memiliki relevansi dengan suatu putusan 

yang diambil oleh pemerintah dan membawa dampak bagi masyarakat. Menurut 

Sebagian kalangan menyebutkan bahwa kebijakan publik dapat ditemukan dalam 

berbagaidokumen seperti regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, perundang-

undangan dan lain sebagainya yang berbentuk suatu dokumen, namun sebagian 

kalangan yang lain juga berpendapat jika kebijakan publik menjadi suatu kerangka 

kerja atau tindakan, strategi bahkan juga disebut pedoman yang diputuskan sebagai 

roadmap pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. 

Berbagai pengertian diatas dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik 

merupakan suatu rumusan terkait dengan isu dalam kehidupan negara yang di 

tindaklanjuti oleh pemerintah sebagai upaya dalam memberikan dampak baik bagi 

warga negaranya dalam semua aspek kehidupan. Kebijakan publik sangat 

diperlukan guna tercapainya cita-cita nasional sehingga dimensi kebijakan publik 

ini sangat luas dan menyeluruh dalam sebagian besar aspek kehidupan bernegara.24 

2. Ruang Publik (Jurgen Habermas) 

Ruang publik adalah arena di mana individu dapat berdiskusi secara bebas 

 
24 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1999), hlm 16-25 
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dan rasional mengenai isu-isu penting, bebas dari tekanan negara atau pasar, untuk 

membentuk opini publik yang mempengaruhi keputusan politik dan sosial. Ruang 

ini harus inklusif, memungkinkan partisipasi semua warga tanpa diskriminasi. 

Media massa berperan penting dalam memfasilitasi diskusi ini, meskipun 

Habermas mengkritik bagaimana kekuatan ekonomi dan politik dapat mendistorsi 

ruang publik, mengurangi sifat kritis dan demokratisnya. Ruang publik yang sehat 

adalah esensial bagi demokrasi deliberatif yang berlandaskan diskusi dan 

konsensus rasional.yang mewakili kehendak seluruh warga negara. Dengan 

demikian saat itu kata publik sudah dikaitkan dengan konsep masyarakat warga 

negara (civil society).25  

Arena di mana warga dapat berkumpul dan berdiskusi secara bebas dan 

rasional tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. 

Dalam ruang ini, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk 

menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari pihak negara atau pasar. Habermas 

menekankan pentingnya keterbukaan dan inklusivitas dalam ruang publik untuk 

memastikan bahwa diskusi yang terjadi bersifat demokratis dan partisipatif. 

Namun, ia juga mengakui adanya ancaman terhadap ruang publik dari kekuatan 

ekonomi dan politik yang dapat mengganggu kebebasan dan kualitas diskusi. 

Ruang publik yang ideal, menurut Habermas, adalah dasar bagi demokrasi yang 

berfungsi dengan baik, di mana keputusan diambil melalui proses deliberasi yang 

rasional dan kolektif.26  

Ruang publik menjadi salah satu sarana pembangunan yang membutuhkan 

sebuah kebijakan publik. Ruang publik merupakan ruang dimana masyarakat 

 
25 F Budi Hardiman, Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dan Polis sampai 

Cyberspace. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010),  hlm.6 
26 Ahmad Abroni, “Refleksi Teori Kritis Jurgen Habarmas atas Konsesus Simbol Perda Syariah”,  

Jurnal Ahkam Vol. XXVI No.1, 2016, Hlm.75-76 
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memiliki akses penuh untuk melakukan kegiatan publik secara mandiri. 

Keberadaan ruang publik khususnya infrastruktur jalan menjadi elemen penting 

dalam perancangan tata ruang kota agar terlihat rapi dan indah. Dalam pelaksanaan 

kebijakan tata ruang infrastruktur jalan H.O.S Cokroaminoto, pemerintah daerah 

kabupaten Ponorogo telah melibatkan masyarakat maupun stakeholder terkait baik 

dalam proses perencanaan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan.   

3. Ekonomi Kerakyatan  

 

Mubyarto mendefinisikan Ekonomi kerakyatan adalah konsep ekonomi 

yang menekankan pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat luas, 

terutama rakyat kecil, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan 

merata. Ini melibatkan pemberdayaan melalui akses yang lebih besar terhadap 

sumber daya ekonomi, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), 

partisipasi aktif masyarakat dalam ekonomi, serta pendekatan berbasis komunitas 

dan keberlanjutan. Di Indonesia, konsep ini dikaitkan dengan pemikiran Bung 

Hatta yang menekankan koperasi dan gotong royong sebagai dasar ekonomi 

nasional.27 

Ekonomi kerakyatan adalah paradigma ekonomi yang menempatkan 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama, dengan 

memberikan perhatian khusus pada partisipasi aktif dan pemberdayaan rakyat. 

Konsep ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana 

setiap individu dan kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan 

ekonomi dan sumber daya yang diperlukan. Ekonomi kerakyatan juga menyoroti 

peran penting usaha kecil dan menengah dalam menciptakan lapangan kerja, 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi disparitas 

 
27 Munawar Ismail dkk., Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945, hlm.42 
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ekonomi. Melalui pendekatan berbasis komunitas, kerjasama, dan keberlanjutan, 

ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, 

berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.28 

Konsep ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari inovasi kebijakan 

Pembangunan infrastruktur jalan H.O.S Cokroaminoto disusun melalui proses 

gotong royong bersama elemen masyarakat. Penyelenggaraan sistem ekonomi 

kerakyatan berbasis gotong royong melibatkan langkah-langkah seperti 

pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pengembangan koperasi dan asosiasi 

ekonomi lokal, kebijakan pajak yang mendukung, pendidikan kewirausahaan, 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, investasi 

infrastruktur, dan pengembangan model bisnis berbasis komunitas. Ini memerlukan 

kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga 

internasional untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat kabupaten Ponorogo 

merasakan langsung dampak dari adanya sebuah kebijakan.   

F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini mencoba menelaah untuk menggambarkan fenomena atau 

kondisi yang ada dengan analisis kebijakan (policy research) dengan pendekatan 

kualitatif. Melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dengan fokus 

pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Metode-metode 

seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis konten digunakan 

untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan konteks sosial di balik suatu fenomena. 

 
28 Amir Mahmud, Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi, (Yogyakarta : Gelora Bumi 

Aksara, 2016), hlm 30-31 
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Penelitian kualitatif sering kali digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, dan 

humaniora untuk mengeksplorasi kompleksitas realitas manusia dan memahami 

bagaimana individu memaknai pengalaman mereka secara subjektif.29 

Jenis penelitian ini dianggap relevan karena melalui penelitian kualitatif, 

penulis dapat mendeskripsikan secara lebih luas tentang design kebijakan bupati 

kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Sugiri Sancoko dalam pembangunan jalan H.O.S 

Cokroaminoto. Penelitian kualitatif juga digunakan penulis untuk mendeskripsikan 

dampak kebijakan bupati setelah adanya pembangunan jalan H.O.S Cokroaminoto 

dalam perspektif ekonomi kerakyatan. 

2. Sumber Data 

a. Jenis Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer dalam pendekatan kualitatif mencakup berbagai metode 

seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, fokus 

kelompok, catatan lapangan, dan karya seni atau media. Melalui wawancara 

mendalam, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang 

pandangan dan pengalaman individu terkait topik penelitian, sedangkan observasi 

partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan Ekonomi 

Kerakyatan dari dalam. Analisis dokumen memberikan akses ke informasi tertulis 

yang relevan. bahan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu 

tempat, pelaku, dan aktivitas. Komponen yang pertama yaitu tempat, merupakan 

komponen yang menjadi lokasi penelitian berlangsung. Dalam hal ini, jalan H.O.S 

Cokroaminoto merupakan lokasi yang dipilih peneliti untuk mengkaji seputar 

design kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.  

 
29 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), hlm.8 
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Komponen kedua yaitu pelaku. Peneliti berupaya untuk menggali 

informasi dari informan yang terlibat secara langsung dalam proses perencanaan 

pembangunan jalan H.O.S Cokroaminoto. Informan penelitian yang memahami 

informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki  kriteria  

agar  informasi  yang  didapatkan  bermanfaat  untuk penelitian yang dilakukan.  

Penelitian mengenai Implementasi dan penerapan pembangunan Face Off 

Jalan H.O.S Cokroaminoto memerlukan informan yang mempunyai pemahaman 

yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan 

informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Pimpinan Staff Sub Koor Pembiayaan Pembangunan, Sosial-Ekonomi 

Kerakyatan Bapeda Litbang Kabupaten Ponorogo (Bapak Asa Arifudin) 

2. Pimpinan Ketua Tim Face Off Jalan H.O.S Cokroaminoto dari Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo (Drs. Muh. Idris 

Septrianto, M.Pd) 

3. Wakil Ketua PKL Mekar Sore (Ibu Sulis) 

4. Pemilik pertokoan dan pengguna jalan di Jalan Hos Cokroamnoto 

5. Masyarakat umum pengamen Modern di Jalan H.O.S Cokroaminoto 

(Nuris) 

Informan di lapangan yang potensial untuk memberikan informasi seputar 

perencanaan hingga proses pembangunan jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten 

Ponorogo. Komponen ketiga yaitu aktivitas. Dalam hal ini peneliti akan melihat 

dan mengamati sejauh mana dampak yang ditimbulkan setelah pembangunan jalan 

H.O.S Cokroaminoto dalam perspektif ekonomi kerakyatan.  

2. Data Sekunder 
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Data sekunder dalam penelitian seperti buku, artikel ilmiah, laporan 

pemerintah, arsip, media massa, dan dokumen organisasi. Peneliti menganalisis 

data ini untuk mendapatkan konteks, latar belakang, dan perspektif tambahan yang 

mendukung pemahaman lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Data sekunder 

membantu melengkapi dan memperkaya temuan dari data primer dengan 

memberikan sudut pandang yang lebih luas dan historis. Data sekunder ini 

digunakan peneliti sebagai data-data penguat atau bukti-bukti pendukung tentang 

implementasi kebijakan Pembangunan infrastruktur jalan H.O.S Cokroaminoto 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca 

buku-buku yang berkaitan dengan bahasan penelitian, literatur, jurnal, referensi, 

browsing materi lewat internet yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

b. Observasi 

Studi lapangan dalam pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diinginkan guna memperoleh data yang diharapkan. 

Dalam hal ini, peneliti mengamati dan mencari informasi tentang implementasi dan 

penerapan pembangunan Face Off jalan Hos Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo. 

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Dalam 

melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian.  

c. Wawancara 

 

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
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peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan 

menggunakan telepon. 

Peneliti menggunakan wawancara interview terstruktur, karena dengan 

interview terstruktur dapat dipersiapkan sedemikian rupa pertanyaan- pertanyaan 

yang diperlukan agar hanya fokus mengulas pokok-pokok  permasalahan  yang 

akan  diteliti.  Metode  ini  untuk menjawab rumusan masalah dengan tujuan peneliti 

dapat memperoleh data tentang Pembangunan Face Off jalan Hos Cokroaminoto 

Kabupaten Ponorogo. 

4. Analisis Data 

 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif 

yaitu analisis data dilakukan dengan menata dan menelaah secara sistematis semua 

data yang diperoleh. Deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang 

menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul secara 

menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Tahap kegiatan dalam analisis data 

kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan. 

Analisis dilakukan dengan dipandu oleh kerangka teori Kebijakan publik, 

Ruang publik dan Ekonomi kerakyatan pembangunan infrastruktur jalan H.O.S 

Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo pengelolaan kebijakan publik sebagaimana 

telah diuraikan sebelumnya. 

a. Pengumpulan Data 

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini 

melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau 

memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda 
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tergantung pada sumber informasi. 

b. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang 

telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan 

menjadi tema. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, 

atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal. 

5. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di jalan H.O.S Cokroaminoto merupakan lokasi 

untuk lokasinya di pusat kota untuk mengkaji seputar design kebijakan pemerintah 

daerah Kabupaten Ponorogo. Menghadirkan Kawasan yang memiliki potensi 

pembangunan modern modal sosial dan Ekonomi Kerakyatan untuk membuat 

identitas baru. 

G. Sistematika Pembahasan 

 

Untuk memberikan kemudahan mengenai deskripsi dalam penelitian ini, 

peneliti akan menguraikannya lebih lanjut dalam lima bab, yaitu:  
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BAB I: Pendahuluan, adalah bab yang didalamnya akan memaparkan latar 

belakang masalah, kemudian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II: Kerangka Teori, peneliti menjelaskan secara diskriptif teori-teori 

yang digunakan dalam penelitian. Model analisa kebijakan, ruang publik dan 

ekonomi kerakyatan. 

BAB III: Gambaran Umum. Penulis mendeskripsikan tentang sejarah tata 

pemerintahan Ponorogo, kontestasi politik dalam Pilkada Serentak 2020, serta 

agenda kebijakan pembangunan yang telah disusun pasca pemerintah daerah 

terpilih. 

BAB IV: Deskripsi dan Analisis Data dari penelitian yang dilakukan 

peneliti. Hal ini menggambarkan bagaimana design kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan face off  Jalan H.O.S 

Cokroaminoto serta dampak yang terjadi setelah pembangunan jalan dalam 

perspektif ekonomi kerakyatan.  

BAB V: Penutup, yaitu bab terakhir yang membahas kesimpulan atas 

jawaban dari pertanyaan penelitian yang mencakup saran, masukan, daftar pustaka 

dan lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

 Kawasan kota yang dianggap sebagai sentra perekonomian, mempunyai 

peran penting dan besar bagi pembangunan di daerah Ponorogo. Maka dari itu 

penataan wilayah di kawasan Jalan H.O.S Cokroaminoto menjadi prioritas 

pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M 

dalam program 99 (Sembilan puluh Sembilan) hari sebelum pelantikan.  

 Desain kebijakan pembangunan menggunakan pendekatan pilihan publik 

untuk merealisasikan pembangunan pedestrian jalan. Implementasi kebijakan 

dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak terkait seperti organisasi 

kemasyarakatan, para stakeholder hingga paguyuban pedagang kaki lima (PKL) 

Mekar Sore untuk ikut mendukung dan berpartisipasi dalam program face off 

jalan H.O.S Cokroaminoto. Hal ini menjadi target penyelesaian secara holistik 

agar hasil yang dicapai bisa dirasakan secara menyeluruh di setiap lapisan 

elemen masyarakat daerah Kabupaten Ponorogo. 

 Adanya face off Jalan H.O.S Cokroaminoto selain meningkatkan peluang 

ekonomi juga dapat memberikan kesempatan perekonomian yang baru bagi 

pedagang lain untuk turut berpartisipasi menjalankan roda perdagangan di area 

jalan H.O.S Cokroaminoto. Dampak pembangunan yang ditimbulkan setelah 

pembangunan face off Jalan H.O.S Cokroaminoto antara lain; (1) meningkatkan 

pendapatan masyarakat,; (2) penyerapan tenaga kerja, serta (3) membuka 

peluang usaha baru. Pembangunan Jalan H.O.S Cokroaminoto diharapkan dapat 

mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi 



29    

kreatif dengan menyasar terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, 

berbasis Ekonomi Kerakyatan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. 

B. Saran 

 

1. Kepada pelaksana kebijakan Bappeda kabupaten Ponorogo untuk dapat 

melaksanakan program Tata Ruang Perkotaan Adanya face off Jalan H.O.S 

Cokroaminoto 

2. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat penelitian Negara dan 

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan; Studi Pembangunan Jalan Hos 

Cokroaminoto Di Kab.Ponorogo serta mengkaji berbagai kebijakan yang 

diterapkan pemerintah secara komprehensif. 

3. Kepada masyarakat Ponorogo untuk dapat memanfaatkan program 

pengembangan dari prospek pembangunan tata ruang perkotaan dari 

pemerintah agar dapat digunakan secara efektif. 
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